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sah untuk  membina  rumah  tangga dan  keluarga
sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul
amanah dan  tanggung  jawab  terhadap keduanya
dan anak-anak  mereka.  Setelah  diundangkannya









Pada  dasarnya  pelaksanaan  perkawinan
warga  masyarakat  Indonesia  sangat  dipengaruhi
oleh hukum adat. Hal ini dikarenakan masyarakat




laki  dengan  seorang  wanita  untuk  membentuk
rumah  tangga  yang  dilaksanakan  secara  adat




yang  masih  hidup  saja,  tetapi  perkawinan  yang
merupakan  peristiwa  yang  berarti  serta  yang
sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh
arwah-arwah  para  leluhur  kedua  belah  pihak
(Soerojo Wignjodipoero, 1988:155).






perkawinan  apabila  dilakukan  menurut  hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya serta
tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat
dilihat dalam  Pasal 2  Undang-undang  Nomor  1
Tahun 1974, yang menyatakan bahwa :
(1)  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan







Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka
untuk  sahnya  perkawinan  itu  haruslah  menurut
hukum  agama  dan  kepercayaan  dari  masing-
masing orang yang akan melaksanakan perkawinan













peranan  yang  sangat  menentukan  dalam  suatu
perkawinan  karena  pencatatan  perkawinan
merupakan  suatu  syarat  diakui  dan  tidaknya





yang melangsungkan  perkawinan  tersebut  dapat
dikenakan  ketentuan  pidana  sebagaimana  diatur
dalam  Pasal  45 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9
Tahun 1975.
Saidus  Syahar  (1981:108)  menyatakan
bahwa  pada  hakekatnya  tujuan  dari  pencatatan
perkawinan antara lain :
1. Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat














tersebut,  maka  masyarakat  harus  mencatatkan
perkawinan yang dilakukannya untuk mendapatkan
kepastian  hukum  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku.  Pencatatan








kepercayaannya  sudah  dianggap  sah  oleh





Apabila  kita  lihat  dalam  peraturan
pelaksana  dari  Undang-undang  Nomor  1 Tahun
1974  Tentang  Perkawinan,  yaitu  Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 2,
menyatakan bahwa :
1. Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang
melangsungkan  perkawinan  menurut  agama
islam,  dilakukan  oleh  pegawai  pencatat
perkawinan,  sebagaimana  dimaksud  dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 1946 tentang
Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk,  yaitu
Kantor Urusan Agama setempat (KUA daerah
dimana perkawinan dilaksanakan).
2. Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang
melangsungkan perkawinan menurut agama dan
kepercayaannya  itu  selain  agama  Islam,
dilakukan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan




Nomor  9  Tahun  1975  ini,  maka  pencatatan
perkawinan  dilakukan  oleh  2  (dua)  instansi
pemerintah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA)
bagi  mereka  yang  beragama  Islam,  dan  Kantor
Catatan  Sipil  (KCS)  bagi  mereka  yang  bukan
beragama  Islam.
Berdasarkan pembagian tempat pencatatan
tersebut,  maka  KUA  menerbitkan  buku  nikah
terhadap  perkawinan yang  dicatatkan bagi  yang
beragama  Islam  sedangkan  akta  perkawinan
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil bagi mereka









HJ.  Nana  Cu’  Ana  (2006)  dalam
penelitiannya  yang  berjudul  “Pencatatan
Perkawinan  Menurut  Hukum Adat  Pada  Suku
Dayak  di  Desa  Kumpang  Kecamatan  Toho
Kabupaten  Pontianak”,  memberikan  gambaran














1. Perkawinan  yang  dilaksanakan  merupakan
perkawinan dibawah tangan
2. Suami  istri  tersebut  oleh  Undang-undang
dianggap tidak terikat oleh tali perkawinan
3. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan











terjadi  perkawinan  beda  agama,  maka  yang












dilakukan  upaya  baik  dari  pemerintah  maupun
masyarakat  itu  sendiri  untuk  mendaftarkan  dan
mencatatkan perkawinan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  tulisan  ini






Pada  masa  setelah  berlakunya  Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
maka  perkawinan  harus  dicatatkan  menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal
tersebut  terlihat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-
undang  Nomor  1974  yang  menyatakan  bahwa
“tiap-tiap perkawinan  dicatat menurut  peraturan
perundang-undangan yang berlaku”.
Apabila  kita  lihat  dalam  peraturan
pelaksana  dari  Undang-undang  Nomor  1 Tahun
1974  Tentang  Perkawinan,  yaitu  Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 2,
menyatakan bahwa :
1. Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang
melangsungkan  perkawinan  menurut  agama
islam,  dilakukan  oleh  pegawai  pencatat
perkawinan,  sebagaimana  dimaksud  dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 1946 tentang
Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk,  yaitu
Kantor Urusan Agama setempat (KUA daerah
dimana perkawinan dilaksanakan).
2. Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang
melangsungkan perkawinan menurut agama dan
kepercayaannya  itu  selain  agama  Islam,
dilakukan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan




Nomor  9  Tahun  1975  ini,  maka  pencatatan
perkawinan  dilakukan  oleh  2  (dua)  instansi
pemerintah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA)
bagi  mereka  yang  beragama  Islam,  dan  Kantor




ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974
tentang  Perkawinan,  yang  menyatakan  bahwa
“tiap-tiap perkawinan  dicatat menurut  peraturan










Saidus  Syahar  (1981:108)  menyatakan
bahwa  pada  hakekatnya  tujuan  dari  pencatatan
perkawinan antara lain :
1. Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat














perkawinan  pada  masa  sebelum  berlakunya
Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang




32  Tahun  1954  tentang  Penetapan  Berlakunya
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946.
Undang-undang  Nomor  22 Tahun  1946
tentang  Pencatatan  Nikah, Talak  dan  Rujuk  ini
sebelum adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun
1954,  hanya  berlaku  untuk  daerah  Jawa  dan
Madura.  Setelah  berlakunya  Undang-undang
Nomor  32 Tahun  1954,  maka  Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1946 ini berlaku juga untuk seluruh
luar daerah Jawa dan Madura.







Menteri Agama  atau  Pegawai  yang  ditunjuk
olehnya”.  Dalam  pasal  tersebut  terlihat  bahwa
pegawi  pencatat  nikah  itu  hanya  bertugas
mengawasi  terlaksananya  perkawinan,  agar






1. Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang
melangsungkan  perkawinan  menurut  agama
islam,  dilakukan  oleh  pegawai  pencatat
perkawinan,  sebagaimana  dimaksud  dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 1946 tentang
Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk,  yaitu
Kantor Urusan Agama setempat (KUA daerah
dimana perkawinan dilaksanakan)
2. Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang
melangsungkan perkawinan menurut agama dan
kepercayaannya  itu  selain  agama  Islam,
dilakukan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan
pada  Kantor  Catatan  Sipil,  sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
mengenai pencatatan perkawinan.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka




Gianyar  dilaksanakan  pada  Kantor  Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten
Gianyar.  Kewenangan  Kantor  Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten





Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  23
Tahun  2006  Tentang  Administrasi
Kependudukan
c. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor
5  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan
Susunan Perangkat Daerah
d. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 87 Tahun 2016
tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata  Kerja
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten Gianyar
Pelaksanaan pencatatan perkawinan pada
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten  Gianyar  berlaku  secara  umum  bagi
masyarakat  selain  yang  beragama  Islam.
Pelaksanaan  pencatatan  perkawinan  tersebut







Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi





Pada  masa  setelah  berlakunya  Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka
perkawinan harus  dicatatkan  menurut  peraturan
perundang-undangan yang  berlaku.  Hal  tersebut
terlihat  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-undang
Nomor  1 Tahun  1974  yang  menyatakan  bahwa
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku”.  Dalam
penjelasan umum  disebutkan  bahwa  pencatatan
perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-
peristiwa  penting  dalam  kehidupan  seseorang
misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam
surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga
dimuat  dalam  daftar  pencatatan.  Menurut  K.
Wantjik  Saleh  (1976:16)  bahwa  “perbuatan




Apabila  kita  lihat  dalam  peraturan
pelaksana  dari  Undang-undang  Nomor  1 Tahun
1974, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 dalam Pasal 2 menyatakan bahwa :
1. Bagi  yang  beragama  Islam  pencatatannya
dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor  32  Tahun  1946  tentang  Pencatatan
Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan
Agama  setempat  (KUA  daerah  dimana
perkawinan dilaksanakan)
2. Bagi  mereka  yang  bukan  Islam,  pencatatan
dilakukan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan
pada Kantor Catatan Sipil.
Jadi dengan adanya Peraturan Pemerintah
Nomor  9  Tahun  1975  ini,  maka  pencatatan
perkawinan  dilakukan  oleh  2  (dua)  instansi
pemerintah, yaitu :




Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9
Tahun 1975 menyatakan bahwa “setiap orang yang
hendak  melangsungkan  perkawinan  harus
memberitahukan kehendaknya itu, baik secara lisan
maupun tertulis kepada pegawai pencatat di tempat
perkawinan  akan  dilangsungkan,  dalam  jangka















tidak  terdapat  halangan  perkawinan  menurut
undang-undang, dan juga meneliti :
a. Kutipan akta kelahiran calon mempelai
b. Keterangan  mengenai  nama,  agama  atau









f. Surat  kematian  istri  atau  suami  atau  surat








syarat  pemberitahuan,  serta  tidak  ada  halangan
perkawinan, pegawai pencata menyelenggarakan
pengumuman  tentang  pemberitahuan  kehendak
melangsungkan perkawinan di kantor pencatatan
perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan dan
mudah dibaca  oleh umum.  Sepuluh  hari  setelah
pengumuman  perkawinan  tersebut,  dan  selama












perkawinan  tersebut  dapat  dikenakan  ketentuan



















Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  maka
dicatatkan  perkawinan  akan  memberikan
perlindungan hukum kepada kedua belah pihak dan








9  Tahun  1975,  menyatakan  bahwa  “Dengan
mengindahkan  tata  cara perkawinan  menurut





9  Tahun  1975,  menyatakan  bahwa  “Sesaat
setelah  dilangsungkan  perkawinan  sesuai
dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan
Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani




9  Tahun  1975,  menyatakan  bahwa  “Akta
perkawinan  yang  telah  ditandatangani  oleh
mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula
oleh kedua  saksi  dan  Pegawai  Pencatat  yang
menghadiri  perkawinan  dan  bagi  yang




9  Tahun  1975,  menyatakan  bahwa  “Dengan




yang  membuktikan  tentang  terjadinya  peristiwa
hukum  yang  berupa  peristiwa  perkawinan










a. Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang
Dasar  1945  berkewajiban  memberikan









yang  dialami  oleh  penduduk  Indonesia  dan






pelayanan  yang  profesional  dan  peningkatan
kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara
Indonesia yang berada di luar negeri.
d. Peraturan  perundang-undangan  mengenai





sesuai  lagi  dengan  tuntutan  pelayanan
Administrasi  Kependudukan  yang  tertib  dan
tidak  diskriminatif  sehingga  diperlukan
pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi




Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi
Kependudukan  adalah  agar  dapat  memberikan




Undang-undang  Dasar  1945  setelah
amandemen  ke-empat  menjamin  setiap  orang









2006  khususnya  Pasal  35  huruf  a,  memberikan
pengakuan  terhadap  perkawinan  beda  agama  di






pribadi  dan  status  hukum  setiap  peristiwa
kependudukan dan semua peristira penting yang
dialami  oleh  penduduk  yang  berada  di  dalam
wilayah Indonesia, adalah diberikan oleh negara.
Perkawinan  merupakan  peristiwa  penting  yang
berkaitan  dengan  status  hukum  seseorang,  dan
merupakan  hak  sipil  warga  negara.  Pencatatan
perkawinan adalah tindakan administratif dan bukan
syarat  sahnya  perkawinan,  tetapi  tetap  sangat
penting untuk dilakukan karena merupakan bukti
autentik  terhadap  status  hukum  seseorang.
Wujudnya  adalah  berupa  buku  nikah  atau  akta
perkawinan, yang menunjukkan perkawinan telah
benar-benar terjadi dan sah secara hukum.
Prosedur  dan  dasar  hukum  pencatatan






perceraian,  pengakuan  anak,  pengesahan  anak,








(1) Perkawinan  yang  sah  berdasarkan  ketentuan














(5) Data  hasil  pencatatan  atas  peristiwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam
pasal  8  ayat  (2)  wajib  disampaikan  oleh









di  Indonesia  atas  permintaan  warga  negara
asing yang bersangkutan.
5.  Pasal  36,  menyatakan  bahwa  “Dalam  hal









bersangkutan  kepada  Instansi  Pelaksana
ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh)
hari  sejak  yang  bersangkutan  kembali  ke
Indonesia.
Instansi  Pelaksana  adalah  perangkat
Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang
bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan
pelayanan  dalam  urusan  Administrasi
Kependudukan (Pasal 1 angka 7 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006.
Selain  rujukan  peraturan  perundang-
undangan  tersebut,  pada  beberapa  Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  juga
mengeluarkan inovasi dalam rangka meningkatkan
pelayanan  pencatatan  perkawinan  yang  disebut
dengan  istilah  “kado  perkawinan”  pada  Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten
Gianyar, “Kawismara” pada Dinas Kependudukan
dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Klungkung.
Masyarakat yang mengikuti inovasi tersebut harus
memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai
pencatat  pada  Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan  Sipil  dalam  jangka waktu  sekurang-
kurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum perkawinan







f. Apabila  salah  seorang  atau  keduanya  pernah




syarat  terkait  dengan  pencatatan  perkawinan
seperti :
a. Surat keterangan  telah terjadinya perkawinan
dari  pemuka  agama/pendeta  atau  surat
perkawinan  penghayat  kepercayaan  yang







f. Pas  foto  4x6  hitam  putih/berwarna  berjajar/
berdampingan sebanyak 2 lembar
g. Menghadapkan  2  orang  saksi  pada  saat





Prosedur  pencatatan  perkawinan  dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Pemohon  datang  sendiri  dan  tidak  bisa
diwakilkan  ke  Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan  Sipil  untuk  mendaftarkan  diri
sekurang-kurangnya  5  (lima)  hari  sebelum








4. Apabila  berkas belum  lengkap maka  petugas
mengembalikan  kepada  pemohon  untuk
dilengkapi (dapat dilengkapi pada saat upacara
perkawinan)





7. Petugas  meminta  tandatangan  pelapor  dan
saksi-saksi pada register akta perkawinan
8. Petugas meneruskan berkas dan  register  akta
perkawinan kepada kasi pencatatan perkawinan
untuk diverifikasi
9. Kasi  pencatatan  perkawinan  memeriksa






operator  komputer  mencetak  kutipan  akta
perkawinan pada kertas putih
12.Operator  kumputer  mencetak  kutipan  akta
perkawinan pada kertas putih dan meneruskan











akta  perkawinan,  register  dan  berkas  kepada
petugas  di  bidang  pencatatan  sipil  untuk
diteruskan kepada Kepala Dinas untuk diparaf











Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
(dalam  hal  kado  perkawinan, petugas  datang
langsung ke tempat berlangsungkan perkawinan)







harus  dilakukan  dalam  suatu  keadaan  tertentu.
Dengan demikian maka kaidah sebagai bagian dari
kebudayaan, yang mencakup peraturan-peraturan
yang  beraneka  ragam,  demikian  pula  peratuarn
hukum. Berlakunya kaidah tersebut di masyarakat
tergantung pada kekuatan kaidah tersebut sebagai
petunjuk  tentang  bagaimana  seseorang  harus
bertingkah laku, artinya sampai sejauh mana kaidah-






Menurut  Satjipo  Rahardjo  (1991  :  5-6)














Hukum  merupakan  karya  manusia  yang
berupa norma-norma dan berisikan petunjuk tingkah









tidak  sesuai  atau  tidak  sejalan,  ketidaksesuaian
tingkah laku sekalipun si pemegang peran kehendak
untuk menyesuaikan diri. Adanya ketidakcocokan





yang  baru,  artinya  hukum  disamping  berfungsi
sebagai kontrol sosial, sekaligus berfungsi sebagai
sarana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang





the Sanction”.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut,





pengaruh  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya.
Sedangkan pernyataan yang sebaliknya diberikan
oleh E. Utrecht, dimana hukum adalah himpunan
petunjuk hidup,  perintah-perintah  dan  larangan-
larangan  yang  mengatur  tata  tertib  dalam
masyarakat  dan  seharusnya  ditaati  oleh  anggota
masyarakat  yang  bersangkutan,  oleh  karena
pelanggaran  petunjuk  hidup  tersebut  dapat
menimbulkan  tindakan  oleh  pemerintah  atau
penguasa masyarakat itu. Ini berarti hukum tidak





















siapa-siapakah  yang  harus  mentaatinya  dan
sekaligus sanksi-sanksi yang tepat dan efektif,
c. Menyelesaikan sengketa-sengketa, dan
d. Memelihara  kemampuan  masyarakat  untuk
menyesuaikan  diri  dengan  kondisi-kondisi
kehidupannya  yang  berubah  dengan  cara
merumuskan  kembali  hubungan  antara  para
anggota masyarakat tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka
dapat  dirumuskan  apa  yang  dimaksud  dengan
budaya hukum. Konsep mengenai budaya hukum
pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Lawrence  M.




dengan  usaha  pengembangan  studi  hukum  dan
masyarakat (Abdurrahman, 1986 : 85).
Menurut  Lawrence  M. Friedman,  setiap
sistem  hukum  selalu  mengandung  3  (tiga)
komponen, yaitu komponen struktural, komponen









Dalam  pengertian  ini  termasuk  norma-norma
hukum  baik  yang  berupa  peraturan,  keputusan-
keputusan,  doktrin-doktrin  sejauh  semuanya
digunakan  dalam  proses  yang  bersangkutan.
Komponen kultur inilah yang oleh Lawrence M.

















a. Terdapat  beberapa  peraturan  perundang-
undangan yang kurang begitu mengikat individu
b. Terdapat gagasan  seseorang dalam kelompok
yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  atau
keinginan pemerintah
c. Adanya  keinginan  mencapai  tujuan  dengan
cepat walaupun melawan hukum
d. Adanya  peraturan  yang  bertentangan  satu
dengan yang lain




merupakan  unsur-unsur  yang  nyata  dari  suatu
sistem hukum. Struktur dari suatu sistem merupakan
kerangka kerja, merupakan bentuk yang permanen,
bentuk  lembaga  dari  suatu  sistem,  sedangkan
substansi disusun  atas  peraturan-peraturan  yang
mengatur bagaimana seharusnya lembaga tersebut
bekerja.  Struktur  dan  substansi  memang  nyata-
nyata  merupakan  unsur-unsur  dari  suatu  sistem






yang  mempengaruhi  budaya  hukum  masyarakat
terhadap  pencatatan  perkawinan  di  Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  yang
dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu :
1.Struktur Hukum
Komponen  struktur  hukum  (legal
structure)  merupakan  unsur  nyata  dari  sistem
hukum.  hal  ini  dapat  dilihat  dari  pernyataan
Lawrence  M.  Friedman  (1975  :  14)  bahwa







shape,  the  institutional  body  of  the  system.
Struktur  dalam  sebuah  sistem  adalah  kerangka
permanen,  atau  unsur  tubuh  lembaga  dengan
berbagai  fungsinya  dalam  rangka  mendukung





tentang  struktur  organisasinya,  landasan  hukum
bekerjanya, pembagian kompetensi dan lain-lain.
Di Indonesia dikenal adanya satu lembaga
catatan  sipil  yang  diusahakan  oleh  pemerintah.
Lembaga catatan sipil ini sebelumnya merupakan
kelanjutan dari  lembaga catatan sipi pada jaman
pemerintahan  Kolonial  Belanda  yang  dikenal





negara,  seperti  kelahiran, perkawinan,  kematian
(Subekti, 1979 : 22).





kedudukan  hukum  seseorang.  Dilihat  dari
kelembagaan catatan  sipil,  lembaga  ini  bertugas
melakukan  pencatatan  sipil.  Menurut  Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan
peristiwa  penting  yang  dialami  oleh  seseorang
dalam  register  pencatatan  sipil  pada  instansi
pelaksana.





antara  lain  :  peristiwa  perkawinan,  peristiwa
kelahiran,  peristiwa  perceraian,  peristiwa
pengakuan  anak,  peristiwa  pengesahan  anak,
peristiwa pengangkatan anak, peristiwa perubahan
nama,  peristiwa  perubahan  status
kewarganegaraan dan peristiwa kematian.
Semua peristiwa seperti yang dikemukan
di  atas  adalah  sangat  penting  artinya  karena
peristiwa  tersebut akan membawa akibat hukum
bagi kehidupan orang yang bersangkutan dan juga
terhadap  orang  lain  atau  pihak  ketiga.  Setiap




memberikan  kepastian  serta  membuat  catatan
selengkap-lengkapnya  atas  peristiwa-peristiwa
yang dialami dan kemudian membukukannya.
Semua  daftar  dari  peristiwa-peristiwa
penting tersebut dilakukan bersifat terbuka untuk
umum, baik bagi warga Negara Indonesia maupun
warga  negara  asing  yang  tinggal  di  Indonesia,
sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun
orang lain yang berkepentingan dapat mengetahui
dan  memperoleh  bukti  serta  kepastian  tentang
perkawinan, kelahiran, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan
nama,  perubahan  status  kewarganegaraan,  dan
kematian seseorang.
Berkaiatan  dengan  pengertian




adalah  suatu  lembaga  yang  diadakan  oleh
penguasa atau pemerintah yang dimaksudkan
untuk  membukukan  selengkap  mungkin  dan
karena  itu  memberikan  kepastian  sebesar-
besarnya tentang semua peristiwa yang penting-




suatu  lembaga  yang  bertujuan  mengadakan
pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang
selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya serta




pengertian  catatan  sipil  tersebut  di  atas,  maka
dapatlah ditarik suatu pengertian, bahwa catatan
sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan
oleh  pemerintah  yang  bertugas  untuk  mencatat,
mendaftarkan  serta  membukukan  selengkap
mungkin  tiap  peristiwa  penting  bagi  status
keperdataan  seseorang,  seperti  perkawinan,
kelahiran,  pengakuan  anak,  pengesahan  anak,
perceraian, perubahan nama dan kematian.




sendiri  maupun orang  lain yang  berkepentingan
mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-









d. Untuk  memperlancar  aktivitas  pemerintah
dibidang  kependudukan  atau  administrasi
kependudukan
Dalam  rangka  mewujudkan  kepastian
hukum,  maka  semua  akta-akta  didaftar  dan




mereka  yang  berkepentingan.  Kita  ketahui  pula
suatu  negara  merupakan  negara  hukum
(rechtstaats),  maka  akan  menghendaki  pula
adanya masyarakat yang teratur, tertib, aman, dan
tentram.
Jadi  lembaga  ini  khusus  membantu
masyarakat dalam hal yang menyangkut kehidupan
hukum seseorang pribadi. Diharapkan lembaga ini
akan  membantu  terciptanya  ketertiban  umum.
Selanjutnya akta-akta yang dibuat dan dikeluarkan
oleh catatan sipil ini juga merupakan bukti yang
paling  kuat  dan  sempurna  oleh  sebab  itu  akta
catatan sipil ini bersifat akta otentik yang dibuat
oleh  pejabat  pemerintah  menurut  ketentuan
peraturan yang ada.
Mekanisme  dan  prosedur  Standar







d. Operator  mencetak  draft  kutipan  akta
perkawinan






h. Kepala  Seksi  Perkawinan  dan  Perceraian
memverifikasi  berkas  persyaratan  dan  draft
kutipan  akta  perkawinan,  jika  sudah  benar,
membubuhkan acc cetak
i. Operator mencetak kutipan akta perkawinan
j. Operator  menempelkan  foto  mempelai  pada
register,  kutipan dan  berkas persyaratan  akta
perkawinan
k. Kepala  Seksi  Perkawinan  dan  Perceraian
membubuhkan  paraf  pada  kutipan  akta
perkawinan
l. Kepala  Bidang  Pelayanan  Pencatatan  Sipil




persyaratan  dan  register  kutipan  akta
perkawinan
n. Petugas  depan  membubuhkan  stempel  pada
kutipan  akta  perkawinan,  kemudian
menyerahkan kepada mempelai.
2. Substansi Hukum
Komponen  substansi  hukum  (legal
substance) terdiri dari aturan substantif dan aturan
tentang  bagaimana  lembaga-lembaga  harus
bertindak.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pernyataan
Lawrence  M.  Friedman  (1975  :  16)  bahwa  the
substance  is  composed  of  substantive  rule  and







Dalam  pengertian  ini  termasuk  norma-norma
hukum  baik  yang  berupa  peraturan,  keputusan-
keputusan,  doktrin-doktrin  sejauh  semuanya
digunakan dalam proses yang bersangkutan.
Dalam  substansi hukum  ini  akan  dilihat
sahnya  suatu  perkawinan  dan  lembaga  yang
diberikan kewenangan untuk melakukan pencatatan
perkawinan. Sebelum membahas  tentang sahnya




Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974


















meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak
mempu  menyatakan  kehendaknya,  maka  ijin
kawin cukup diperoleh dari orang tua yang masih





5. Seseorang  yang  masih  terikat  perkawinan
dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecual









suatu  perkawinan  dalam  Undang-undang
Perkawinan  adalah  apabila  dilakukan  menurut
hukum  masing-masing  agamanya  dan
kepercayaannya  itu  serta  tiap-tiap  perkawinan
dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan
yang  berlaku.  Sahnya  suatu  perkawinan  itu
ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan
mereka yang melakukan perkawinan, berarti apabila
suatu  perkawinan  yang  dilakukan  bertentangan
dengan  ketentuan  agama  dan  kepercayaannya,
dengan  sendirinya  menurut  hukum  perkawinan
belum  sah  dan  tidak  mempunyai  akibat  hukum
sebagai ikatan perkawinan.
Masyarakat pada umumnya tidak meresapi
sepenuhnya  ketentuan  agama  yang  dianut  oleh
masyarakat itu khususnya untuk fenomena sahnya
perkawinan.  Dengan  demikian  untuk  sahnya
perkawinan,  masyarakat  pada  umumnya  telah
mengikuti ketentuan agama yang dianutnya. Tetapi
perlu  diperhatikan  bahwa  upacara  perkawinan
menurut agama pada dasarnya merupakan bagian
dari keseluruhan upacara perkawinan itu, dengan









perkawinan  pada  masa  sebelum  berlakunya
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang




32  Tahun  1954  tentang  Penetapan  Berlakunya
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946.
Undang-undang  Nomor  22 Tahun  1946
tentang  Pencatatan  Nikah, Talak  dan  Rujuk  ini
sebelum adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun
1954,  hanya  berlaku  untuk  daerah  Jawa  dan
Madura.  Maka  setelah  adanya  Undang-undang
Nomor 32 Tahun 1954, Undang-undang Nomor 22
Tahun  1946  ini  berlaku  juga  untuk  seluruh  luar
daerah Jawa dan Madura.







Menteri Agama  atau  Pegawai  yang  ditunjuk
olehnya”.  Dalam  Pasal  tersebut  terlihat  bahwa
pegawai  pencatat  nikah  itu  hanya  bertugas
mengawasi  terlaksananya  perkawinan  agar
perkawinan  itu  berlangsung  menurut  ketentuan-
ketentuan agama Islam.
Pada  masa  setelah  berlakunya  Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
maka  perkawinan  harus  dicatatkan  menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal
tersebut  dapat  dilihat  dalam  Pasal  2  ayat  (2)
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang
berbunyi  “tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut
peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”.
Apabila kita lihat dalam peraturan pelaksana dari
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974,  yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam
Pasal 2 dinyatakan bahwa :
1. Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang
melangsungkan  perkawinan  menurut  agama
97
Islam,  dilakukan  oleh  pegawai  pencatat
perkawinan,  sebagaimana  dimaksud  dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 1946 tentang
Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk,  yaitu
Kantor Urusan Agama setempat (KUA daerah
dimana perkawinan dilaksanakan).
2. Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang
melangsungkan perkawinan menurut agama dan
kepercayaannya  itu  selain  agama  Islam,
dilakukan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan




Nomor  9  Tahun  1975  ini,  maka  pencatatan
perkawinan  dilakukan  oleh  2  (dua)  instansi
pemerintah, yaitu :





peranan  yang  sangat  menentukan  dalam  suatu
perkawinan  karena  pencatatan  perkawinan




dari  perkawinan  tersebut.  Bahkan  bagi  yang
bersangkutan (mempelai laki-laki dan wanita) dan
petugas agama yang melangsungkan perkawinan
tersebut  dapat  dikenakan  ketentuan  pidana

























merupakan  sikap  perilaku  manusia,  kebiasaan-
kebiasaan  yang  dapat  membentuk  kekuatan-
kekuatan  sosial  untuk  mentaati  hukum  atau
sebaliknya  melanggar  hukum.  budaya  hukum






culture  refers,  then,  to  those  parts  of  general
culture,  customs,  opinion,  ways  of  doing  and
thinking, that bend social forces toward or away
from  the  law  and  in  particular  ways.
Ditinjau  dari  aspek  sosial,  perkawinan
merupakan  suatu dasar  bagi  terbentuknya  suatu




itu  dengan  adanya  perkawinan  akan  membawa






karena  dengan  adanya  perkawinan  akan  dapat
menghindarkan  manusia  dari  hal-hal yang  tidak
diinginkan  seperti perzinahan dan pemerkosaan.
Pengertian ini dapat kita lihat di dalam Adyaya IX,
25  bahwa  dengan  lembaga  perkawinan  itu
dimaksudkan untuk mengatur hubungan sex yang
layak, yaitu suatu hubungan biologis yang diperlukan
dalam  kehidupan  seseorang  sebagai  suami  istri
(Pudja,  1975  :  17).  Dikatakan  mulia  karena
perkawinan  akan  membuahkan  keturunan  yang
dapat  melanjutkan  keturunan  dan  menghindari
manusia dari kepunahan. Disamping hal tersebut
dapat  dilihat,  bahwa  setiap  dilangsungkannya








Ditinjau  dari  aspek  hukum,  perkawinan
adalah  merupakan  suatu  perbuatan hukum  yang
menimbulkan  hak  dan  kewajiban  diantara  para
terkait (suami istri). Sebagai akibat dari aspek yang
terkait dalam lembaga perkawinan tersebut timbul











salah  satu  peristiwa  yang  sangat  penting  dalam
kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan tidak
hanya  menyangkut  wanita  dan  pria  bekal
mempelajai saja, tetapi juga orang tua kedua belah
pihak,  saudara-saudaranya,  bahkan  keluarga
mereka masing-masing. Pendapat demikian  juga
dikemukakan oleh B. Ter Haar Bzn (1979), dimana
perkawinan  menurut  hukum  adat  adalah  urusan




dari  cara  mendaftarkan  perkawinannya  pada
catatan  sipil.  Proses  pencatatan  perkawinan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berdasarkan  pada  Undang-undang  Nomor  1
Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun
2006, serta Inovasi yang telah ditetapkan oleh




hukum,  faktor  substansi  hukum,  dan  budaya
hukum itu sendiri. Struktur hukum yang dimaksud
adalah  pencatatan  perkawinan  dilakukan  di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan
membawa  2 orang  saksi  memicu  masyarakat










sehingga  masyarakat  merasa  apabila
perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai
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